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ABSTRAK 

 

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM 
DAN ALOKASI DANA PENERANGAN JALAN UMUM 

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta 
 

Mulat Triana  

NIM : 022114149 

Universitas Sanata Dharma  

Yogyakarta 

2008 

 

 Tujuan Penelitian ini untuk: (1) mengetahui efisiensi pajak penerangan jalan 
umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001-2005. (2) mengetahui apakah 
ada hubungan yang signifikan antara pajak penerangan jalan umum dengan alokasi 
dana penerangan jalan umum tahun 2001-2005. Latar belakang penelitian ini adalah 
bahwa efisiensi pajak penerangan jalan umum akan dapat memberikan dana 
penerangan jalan umum sesuai dengan yang diperlukan sehingga pelayanan 
penerangan jalan umum dapat berjalan dengan baik. 
 Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah efisiensi, 
koefisien korelasi dan uji t. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan 
umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001-2005 sudah efisien, terbukti 
dari rasio efisiensi 4,99 % per tahun. Nilai koefisien korelasi = 0,956 menunjukkan 
adanya hubungan sempurna positif antara pajak penerangan jalan umum dengan 
alokasi dana penerangan jalan umum. Dengan menggunakan taraf signifikan 5 % 
diperoleh nilai t – hitung sebesar 5,652, sedangkan nilai t – tabel sebesar 3,182. Oleh 
karena itu t – hitung lebih besar dari t – tabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha. 
Jadi pajak penerangan jalan umum mempunyai koefisien korelasi secara signifikan 
dengan dana penerangan jalan umum. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 xiv

ABSTRACT  
 

AN ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC ROAD 
ILLUMINATION TAX AND THE ALLOCATION FUND 

OF PUBLIC ROAD ILLUMINATION  
A Case Study at the Municipality Government of Yogyakarta 

 
Mulat Triana  

NIM: 022114149 
Sanata Dharma University  

Yogyakarta 
2008  

 
 The purposes of this research were: 1) to know the efficiency of public road 
illumination at the municipality Government of Yogyakarta in 2001 – 2005; (2) to 
know whether there was any significant relation between the public road illumination 
tax and the allocation of road public road illumination fund. The background of this 
research was that the efficiency of public road illumination tax will give the needed 
fund appropriately thus the service of public road illumination can operate  well.  
 The type of research was case study. The data were gained by conducting 
interview and documentation. The techniques of data analysis used were efficiency, 
coefficient of correlation and t-test.  
 The result of this research revealed that the revenue of public road 
illumination tax in the municipality Government of Yogyakarta  in 2001 – 2005 had 
been efficient, it was proven from the ratio of efficiency 4,99% per year. The value of 
correlation coefficient of = 0,956 revealed the presence of positive relationship 
between the public road illumination tax with the allocation of the funds of public 
road illumination. By using significance level of 5% it was gained tcount value  5,652, 
whereas ttable value was 3,182. Thus, tcount was higher than ttable, thus Ho was rejected 
and Ha was accepted. Thus, the public road illumination tax had significant 
coefficient of correlation significantly with the funds of public road illumination.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sesuai dengan sistem keuangan  daerah, pajak telah menjadi bagian yang 

cukup urgentif sebagai penerimaan daerah dalam anggaran suatu daerah. 

Mengenai seberapa besar peran dan kontribusi pajak dalam anggaran daerah , hal 

ini sangat dipengaruhi oleh seberapa besar sumber-sumber dari pajak daerah 

tersebut. 

 Penerimaan dari  pajak daerah tersebut akan dipakai sebagai pengeluaran-

pengeluaran daerah dan untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Sehingga 

bentuk dari beberapa pelayanan masyarakat akan dibebankan terhadap pajak. 

Penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan kepada masyarakat 

yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan 

kenyamanan dan keamanan pengguna jalan terutama untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan.  Karena bukan zamannya lagi ketika malam tiba, kota yang lengkap 

dengan fasilitas- fasilitas infrastruktur ini gelap mencekam.  

 Sudah selayaknya kota yang menjadi ibukota propinsi DIY ini setiap jalan 

terang disinari lampu penerang. Ini bukan saja menjadi kewajiban pemerintah 

menerangi seisi alam Kota, tapi menjadi tuntutan warga mendapatkan penerangan 

dari pemerintahnya. Tidak lepas dari semua itu Pemerintah Kota Yogyakarta 

setiap bulan harus membayar tagihan rekening lampu penerangan jalan umum. 
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 Penerangan jalan umum yang tagihan rekeningnya dibayar oleh Pemerintah 

Kota Yogyakarta ini merupakan salah satu dari pajak daerah. Sehingga pajak 

penerangan jalan umum dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang 

menggunakan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut 

tersedia penerangan jalan umum. 

 Pajak penerangan jalan umum adalah salah satu bagian dari penerimaan 

daerah yang mempunyai andil yang cukup besar bagi pemerintah daerah, karena 

dituntut oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan penerangan jalan umum. 

Oleh karena itu penarikan pajak penerangan jalan umum secara tidak langsung 

akan berpengaruh juga pada keuangan pemerintah daerah. Penerimaan daerah 

sangat penting untuk terus ditingkatkan agar dapat membantu kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat. 

 Dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat kota membayar pajak 

penerangan jalan umum mela lui tagihan rekening listrik, maka diharapkan 

penerangan jalan umum pada setiap jalan akan jauh lebih baik atau dengan kata 

lain masyarakat tidak merasakan gelap gulita di sepanjang jalan pada malam hari 

sehingga tidak terjadi kecelakaan. Apabila jalan-jalan masih tampak gelap, 

masyarakat kota berhak mempertanyakan pungutan Pajak Penerangan Jalan 

umum. 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang masalah tersebut maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah penerimaan pajak penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota 

Yogyakarta dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sudah efisisen?  

2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara pajak penerangan jalan umum 

dengan alokasi dana penerangan jalan umum pada  Pemerintah Kota 

Yogyakarta dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005? 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya berfokus pada penerimaan pajak penerangan jalan umum dan 

alokasi dana penerangan jalan umum untuk melihat apakah pajak penerimaan 

pajak penerangan jalan umum sudah efisien serta melihat apakah ada hubungan 

yang signifikan antara pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana 

penerangan jalan umum selama tahun 2001 sampai dengan 2005. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak penerangan jalan umum di 

Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sudah 

efisien.  
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2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara penerimaan 

pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum pada 

Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan atau masukan dalam menentukan kebijakan Pemerintah Kota 

dalam penentuan tarif pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana 

penerangan jalan umum dapat memberikan pelayanan penerangan jalan yang 

lebih baik kepada masyarakat maupun pemakai jalan umum. 

2. Manfaat Bagi Universitas Sanata Dharma 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan atau 

menambah kepustakaan pada universitas serta dapat menjadi sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang sektor publik yaitu mengenai hubungan antara pajak 

penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum.  

3. Manfaat Bagi Penulis 

Penulis dapat mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan, 

serta sebagai sarana untuk memperkenalkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh 

selama menempuh kuliah dalam praktek sebenarnya. 
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F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung tentang 

terlaksananya penelitian, yang meliputi dasar-dasar perpajakan, 

pengertian pajak daerah, kebijakan akuntansi keuangan daerah, dan 

mengenai pengertian umum pajak penerangan jalan umum. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab IV Gambaran Umum Pemerintah Kota Yogyakarta 

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Pemerintah Kota 

Yogyakarta, lokasi dan luas wilayah, jumlah penduduk, mata 

pencaharian, agama dan kepercayaan.  

Bab V Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data dan pembahasan.  
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Bab VI Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari analisa 

data, keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran-saran yang 

disampaikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Dasar-Dasar Perpajakan 

1. Definisi dan Unsur Pajak 

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H., 
dalam Mardiasmo (2000: 1) : 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum. 
 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur  : 
a. Iuran dari rakyat kepada negara 
b. Berdasarkan undang-undang 
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjukan.  
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni penge luaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
 

2. Fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2000: 2): 

a. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur (regulerend) 

 Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 

3. Syarat Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2000: 2-3): 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
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Sesuai dengan tuuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara 

maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)  

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat 

ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewaiban perpajakannya. 

4. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2000: 4): 

b. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 

suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut  
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b. Teori Kepentingan 

Pemabagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

masing-masing orang.  

c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.  

Ada 2 pendekatan yang digunakan : 

1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki seseorang.  

2) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 

yang harus dipenuhi. 

d. Teori Bakti 

Pajak yang terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai 

warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa 

pembayaran pajak adalah sebagai kewajiban.  

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya  

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. 

5. Kedudukan Hukum Pajak 

Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut 

menurut Mardiasmo (2000: 5): 
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a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu 

lain.  

b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. 

Hukum ini dapat dirinci : 

1) Hukum Tata Negara 

2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi) 

a) Hukum Pajak 

b) Hukum Pidana  

6. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil 

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut 

pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak menurut 

Mardiasmo (2000: 5) yakni : 

a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara 

lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek 

pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek), berapa besar pajak yang 

dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, 

dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. 

b. Hukum pajak formil,  memuat tata cara untuk mewujudkan hukum 

materiil menjadi kenyataan.  

7. Pengelompokan Pajak (Mardiasmo, 2000: 6-7) 

a. Menurut golongannya  
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1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain.  

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  

b. Menurut Sifatnya  

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya  

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  

a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak kendaraan bermotor dan kendaran 

di atas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 

b) Pajak Daerah, contoh : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, 

Pajak reklame, dan Pajak penerangan jalan.  

8. Tata Cara Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2000: 7): 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel : 
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1) Stelsel nyata (riil stelsel), yaitu pengenaan pajak didasarkan objek 

pajak (panghasilan yang nyata). 

2) Stelsel anggapan (fictive stelsel), yaitu pengenaan pajak didasarkan 

pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.  

3) Stelsel campuran, yaitu merupakan kombinasi antara stelsel nyata 

dan stelsel anggapan. 

b. Asas Pemungutan Pajak 

1) Asas domisili (asas tempat tinggal) yaitu negara berhak mengenakan 

pajak atas wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik 

penghasilan dari dalam maupun dari luar negeri. 

2) Asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggal wajib pajak. 

3) Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

1) Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. 
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2) Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang.  

3) With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang 

kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. 

 

B. Pajak Daerah 

1. Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan 

daerah.  

Daerah yang dimaksud disini adalah daerah yang berhak mengurus rumah 

tangganya sendiri (daerah otonom), yang dibagi menjadi Daerah Propinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota. (Mardiasmo, 2000: 93) 
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2. Prinsip-prinsip Perpajakan Daerah 

Apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara 

didunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah dapat dijelaskan 

sebagai berikut (Sidik, 2000) : 

a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat 
mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan 
masyarakat. 

b. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok 
masyarakat, dan horisontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota 
kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak. 

c. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan 
memuaskan bagi wajib pajak. 

d. Non-distorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan yang 
hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada 
dasarnya setiap pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang 
berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh.  

 
3. Jenis Pajak Daerah 

Sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yaitu menurut Peraturan Daerah Republik Indonesia Nomor 

65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak Daerah dapat digolongkan 

menjadi dua macam, yaitu : 

a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri atas : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor 

2) Bea Balik Nama Kendaran Bermotor 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri atas : 

1) Pajak Hotel 
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2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 

7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah  dan Air Permukaan 

 
C. Kebijakan Akuntansi  

1. Pendahuluan 

Secara garis besar kebijakan akuntansi meliputi beberapa hal sebagai 

berikut menurut Bastian ( 2002: 47 ) : 

a. Pengukuran atau measurement, adalah penentuan jumlah rupiah yang 

dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. 

b. Penilaian atau valuation, adalah penentuan jumlah rupiah yang harus 

ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.  

c. Definisi, adalah pengertian istilah atau nama-nama rekening yang 

dipergunakan dalam laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan 

klasifikasi oleh penyusunan dan kesalahan interpretasi oleh pemakai. 

d. Pengakuan atau recognition, berhubungan dengan apakah suatu transaksi 

dicatat atau tidak, dengan beberapa kriteria pengakuan yaitu syarat-syarat 

yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat diakui. 
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e. Pengungkapan / Penyajian atau disclosure / presentation, berhubungan 

dengan bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan 

keuangan, termasuk penentuan masuk tidaknya informasi tambahan yang 

penting (kualitatif maupun kuantitatif) ke dalam laporan keuangan.  

2. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Keuangan Daerah (Bastian, 48-49): 

a. Kebijakan Umum Laporan Keuangan Daerah 

1) Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban 

Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi 

yang digunakan.  

2) Fungsi laporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi 

keuangan kepada para pemakai.  

3) Laporan keuangan terdiri dari laporan perhitungan anggaran, laporan 

arus kas, laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas, dan 

neraca. 

4) Asumsi dasar atas transaksi adalah transaksi diakui atas dasar akrual. 

5) Periode akuntansi adalah satu anggaran.  

b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

1) Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam bentuk dan 

bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian penggunanya. 

2) Relevan, artinya penyajian informasi keuangan harus sesuai dengan 

tujuan pemanfaatannya. 
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3) Andal, artinya informasi keuangan memiliki kualitas andal jika bebas 

dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material, dan dapat 

diandalkan sebagai penyajian jujur dari yang seharusnya disajikan atau 

secara wajar diharapkan dapat disajikan.  

4) Dapat diperbandingkan, artinya informasi keuangan suatu daerah 

harus dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan periode 

sebelumnya dalam daerah yang sama, dan dapat diperbandingkan 

dengan informasi keuangan daerah lain dalam periode yang sama. 

3. Kebijakan Akuntansi untuk Pendapatan (Bastian, 2002: 49-53): 

a. Definisi Pendapatan 

Pendapatan adalah peningkatan aktiva atau penurunan utang/kewajiban 

yang berasal dari berbagai kegiatan di dalam periode akuntansi atau 

periode anggaran tertentu.  

b. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan 

1) Pendapatan baru dapat diakui bilamana jumlah rupiah pendapatan 

telah terealisasi atau cukup pasti akan terealisasi.  

2) Pendapatan baru dapat diakui bilamana pendapatan tersebut sudah 

terhimpun /terbentuk. 

c. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Pajak Daerah 

1) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

2) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Hotel dan Restoran 
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3) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Reklame  

4) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Hiburan 

5) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Penerangan Jalan 

6) Pengakuan dan pengukuran pendapatan lain- lain yang syah 

7) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Retribusi Daerah 

8) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Bagian Laba BUMD 

9) Pengakuan dan pengukuran pendapatan dinas-dinas 

4. Kebijakan Akuntansi untuk Belanja/Biaya (Bastian, 53-54): 

a. Definisi Belanja/Biaya  

Belanja/Biaya adalh penurunan aktiva atau kenaikan utang yang 

digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu periode akuntansi atau 

periode anggaran tertentu.  

b. Pengakuan dan Pengukuran Belanja/Biaya 

Belanja/Biaya diakui dalam laporan keuangan kalau penurunan manfaat 

ekonomi masa depan berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan 

kewajiban telah terjadi dan apabila pengukurannya dapat diuji serta bebas 

dari bias. 

D. Pengertian Umum tentang Pajak Penerangan Jalan  

1. Pengertian menurut Kurniawan (2004: 74-75) sebagai berkut: 

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan 

ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang 

rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.  
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2. Objek pajak penerangan jalan yakni penggunaan tenaga listrik, di wilayah 

yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah 

Daerah.  

3. Pengecualian objek pajak 

Pajak penerangan jalan dikecualikan terhadap beberapa objek berikut : 

a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah.  

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh 

kedutaan , konsulat, perwakilan asing, dan lembaga- lembaga internasional 

dengan asas timbal balik. 

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari 

instansi terkait. 

d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.  

4. Subjek pajak penerangan jalan yakni orang pribadi atau badan yang 

menggunakan tenaga listrik. 

5. Wajib pajak penerangan jalan yakni orang pribadi atau badan yang menjadi 

pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Jika tenaga listrik 

disediakan oleh PLN, maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan 

oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak penerangan 

jalan diatur dalam keputusan menteri dalam negeri dengan pertimbangan 

menteri keuangan.  
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6. Dasar pengenaan pajak 

Pengenaan pajak penerangan jalan didasarkan pada nilai jual tenaga listrik. 

Sedangkan besarnya nilai jual tenaga listrik ini ditetapkan, jika : 

a. Tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga 

listrik yakni jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya 

pemakaian kilowatt hour / kwh yang ditetapkan dalam ekening listrik. 

b. Tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dengan tidak dipungut 

bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang 

tersedia penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga 

satuan listrik yang berlaku di wilayah bersangkutan.  

Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, 

nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%. 

7. Tarif penerangan jalan paling tinggi yakni sebesar 10%, yang ditetapkan 

dalam peraturan daerah.   

 Pada Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini sesuai dengan peraturan daerah 

Nomor : 3 Tahun 2000, besar pajak penerangan jalan yang bukan untuk 

industri sebesar 8% dari tagihan listrik yang dibebankan kepada masyarakat, 

sedangkan untuk industri yaitu sebesar 4% dan penggunaan listrik yang 

berasal dari bukan PLN sebesar 4 %. 

8. Besarnya pajak terutang 

Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Jika penerangan jalan yang 
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terutang dipungut oleh PLN, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung 

berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.  

9. Tempat pemungutan pajak penerangan jalan yang terutang yakni di wilayah 

penggunaan tenaga listrik. 

 
E. Dana Penerangan Jalan Umum 

Pemerintah Daerah di dalam memberikan pelayanan penerangan jalan telah 

memberikan wewenang kepada KPPD sebagai badan pemerintah yang 

menangani keuangan daerah dan Dinas Permukiman, Prasarana dan Wilayah 

sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas harian dalam pelayanan 

penerangan jalan umum. Dalam tugasnya Unit Pelaksana Teknis Penerangan 

Jalan Umum melakukan pemeliharan lampu, penataan lampu dan mengurus 

rekening Penerangan jalan umum serta biaya yang digunakan untuk memungut 

pajak penerangan jalan umum.  

  
F. Efisiensi 

Menurut Anthony (1992: 202), efisiensi merupakan perbandingan antara 

keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit 

input yang digunakan suatu pusat pertanggungjawaban dikatakan efisien jika 

pusat pertanggungjawaban tersebut : 

1. Menggunakan sumber biaya atau masukan lebih kecil untuk menghasilkan 

keluaran dalam jumlah yang sama. 
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2. Menggunakan sumber atau biaya atau masukan sama untuk menghasilkan 

keluaran yang lebih besar. 

Pada kebanyakan pusat pertanggungjawaban, pengukuran efisiensi dapat 

dikembangkan dengan cara membandingkan antara kenyataan biaya yang 

digunakan dengan standar pembiayaan yang ditetapkan. Standar pembiayaan 

yaitu gambaran tingkat biaya tertentu yang dapat mengekspresikan berapa besar 

biaya yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah keluaran tertentu.  

Menurut Halim (2004: 134), efisiensi menggambarkan perbandingan antara 

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi 

pendapatan yang diterima. Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan 

pemungutan pajak penerangan jalan umum dikategorikan efisien apabila rasio 

yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 %. Semakin kecil rasio 

efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. 

 
G. Koefisien Korelasi dan Uji Signifikansi 

1. Koefisien korelasi (Rumus Karl Pearson)  

Analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk 

mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Keeratan 

hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk Koefisen 

korelasi yang dilambangkan dengan huruf  r . (Suharyadi 2004: 461) 
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2. Uji Signifikansi 

Untuk menguji signifikansi dengan menggunakan uji t. Uji signifikansi 

koefisien korelasi dimaksudkan untuk menguji apakah besarnya atau kuatnya 

hubungan antar variabel yang diuji sama dengan nol. Apabila besarnya 

hubungan sama dengan nol, hal tersebut menunjukan bahwa hubungan antar 

variabel sangat lemah dan tidak berarti. Dan sebaliknya apabila hubungan 

antar variabel secara signifikan berbeda dengan nol, maka hubungan tersebut 

kuat dan berarti. (Suharyadi 2004: 466) 

 
H. Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suhartono (2004) yang mengambil 

judul Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Dana Penerangan Jalan 

Umum menggunakan koefisien korelasi, persamaan regresi dan pengujian 

statistik uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 

1. Penelitian menggunakan koefisien korelasi menjelaskan hubungan searah atau 

positif yang kuat antara pajak penerangan jalan umum dengan dana 

penerangan jalan umum. 

2. Hasil uji signifikansi menggunakan pengujian statistik uji t membuktikan 

bahwa pajak penerangan jalan umum berpengaruh signifikan terhadap dana 

penerangan jalan umum. 
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I. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu anggapan atau pendapat yang diterima secara tentatif atau 

sementara untuk menjelaskan suatu fakta atau dipakai sebagai dasar suatu 

penelitian. (Budiyuwono, 2001: 206) 

Ho : menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak 

penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum. 

Ha : menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak 

penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum. 

 
J.  Model Penelitian 

1. Untuk mengetahui efisiensi dari penerimaan pajak penerangan jalan umum 

maka digunakan rasio efisiensi yaitu membandingkan antara biaya yang 

dikeluarkan untuk memungut pajak penerangan jalan umum dengan realisasi 

penerimaan pajak penerangan jalan umum dikalikan 100 %.  

Apabila rasio efisien kurang dari 1 atau 100 % maka dikatakan efisien. 

Sebaliknya kalau lebih atau diatas 100 % dikatakan tidak efisien.  
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Gambar I : Model Penelitian Efisiensi 

 
2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara pajak 

penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum terlebih 

dahulu mencari hubungan kedua variabel dengan menggunakan rumus 

koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf r. Dan kriteria dari 

koefisien korelasi tersebut sebagai berikut : 

Bila r  =  1 hubungan X dan Y sempurna positif 

Bila r  =  -1 hubungan X dan Y sempurna negatif 

Bila r  =  0 hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan 

Setelah mencari r maka untuk mengetahui ada tidaknya signifikan hubungan 

dilakukan uji t, dengan kriteria sebagai berikut : 

Ho diterima  jika )2;2/()2;2/( −≤≤−− natona  

Ho ditolak  jika )2;2/()2;2/( −−≤−−≥ natoataunato  

 

X100%
ppju penerimaan Realisasi

ppju Pemungutan Biaya
 EFISIENSI 

Hasil 

< 100% = efisien 

>100% =  tidakefisien 
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Gambar II : Model Penelitian Korelasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, yaitu penelitian 

difokuskan terhadap obyek tertentu sehingga kesimpulan yang diambil terbatas 

pada obyek yang diteliti. 

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Pemerintah Kota Yogyakarta, dan waktu 

penelitian akan dilaksanakan  Juni – Agustus 2007. 

 
C. Subyek Penelitian 

Bagian Adminstrasi dan Akuntansi pada KPPD (Kantor Pelayanan Pajak 

Daerah) dan Dinas Kimpraswil (Permukiman Prasarana dan Wilayah). 

  
D. Obyek Penelitian 

Data tentang pajak penerangan jalan umum dan data tentang alokasi dana 

penerangan jalan umum yang diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. 

 
E. Data yang Dicari  

1. Data mengenai besarnya pajak penerangan jalan umum yang diterima oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta selama periode tahun 2001 sampai dengan tahun 

2005. 



 

 

28

2. Data mengenai tagihan rekening pajak penerangan jalan yang dibayarkan oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta kepada PLN selama periode tahun 2001 sampai 

dengan 2005. 

3. Data mengenai biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak penerangan 

jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan 

2005. 

4. Data mengenai jumlah alokasi dana yang digunakan sebagai  kepentingan 

atau pemeliharaan penerangan jalan umum oleh Dinas Permukiman Prasarana 

dan Wilayah pada Pemerintah Kota Yogyakarta selama periode tahun 2001 

sampai dengan tahun 2005. 

 
F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung kepada pihak perusahaan atau instansi pemerintah.  

2. Dokumentasi 

Dengan melihat tabel dari besarnya penerimaan pajak penerangan jalan umum 

dan alokasi dana penerangan jalan umum yang diterima Pemerintah Kota 

Yogyakarta untuk periode tahun 2001 sampai dengan 2005. 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Efisiensi 

Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak penerangan jalan umum sudah 

efisien, maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengambil data biaya pemungutan pajak penerangan jalan umum yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. 

b. Mengambil data realisasi pajak penerangan jalan umum pada Pemerintah 

Kota Yogyakarta. 

c. Memasukkan data biaya pemungutan pajak penerangan jalan umum dan 

realisasi pajak penerangan jalan umum kedalam rumus  

% 100 X
PPJU  Realisasi

 PPJUmemungut untuk n dikeluarka yang Biaya  efisiensi Rasio =  

d. Memasukkan hasil perhitungan rasio efisiensi kedalam tabel : 

Rencana tabel efisiensi penerimaan pajak penerangan jalan umum 
Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001-2005 

Tahun 
Anggaran 

Biaya Pemungutan 
PPJU 

Realisasi  
PPJU 

Rasio 
Efisiensi (%) 

2001    
2002    
2003    
2004    
2005    

  
  Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan 

pajak penerangan jalan umum dikategorikan efisien apabila rasio yang 

dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 %. Semakin kecil rasio 

efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. 
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2. Koefisien korelasi (Rumus Karl Pearson)  

Rumus ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara pajak penerangan  

jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum.  

Untuk mengetahui hubungan kedua variabel maka dilakukan langkah- langkah 

sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan dan mengambil data Realisasi Pajak Penerangan Jalan 

Umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan 

2005. 

b. Mengumpulkan dan mengambil data tentang dana yang digunakan untuk 

pemeliharaan maupun hal yang lain guna kepentingan penerangan jalan 

umum pada tahun 2001 sampai dengan 2005. 

c. Memasukkan data  pajak penerangan jalan umum (1) dan alokasi dana 

penerangan jalan umum (2) ke dalam rumus korelasi koefisien sebagai 

berikut : 

2222 )()( )( YYnXXn

YXXYn
r

Σ−Σ⋅⋅Σ−Σ⋅

Σ⋅Σ−Σ⋅
=  

      

 Keterangan : 

 r =  koefisien korelasi pajak penerangan jalan dan dana 

penerangan jalan.  

 X =  pajak penerangan jalan umum 

 Y =  alokasi dana penerangan jalan umum 

 n =  jumlah tahun yang digunakan 
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d. Mengetahui ukuran kuat tidaknya suatu hubungan antara kedua variabel 

dengan standar ukuran r sebagai berikut : 

Bila r  =  1 hubungan X dan Y sempurna positif yang artinya apabila pajak 

penerangan jalan tinggi maka alokasi dana penerangan jalan umum juga 

tinggi.  

Bila r  =  -1 hubungan X dan Y sempurna negatif artinya apabila pajak 

penerangan jalan tinggi maka alokasi dana penerangan jalan umum rendah 

dan sebaliknya apabila pajak penerangan jalan rendah maka alokasi dana 

penerangan jalan umum tinggi. 

Bila r  =  0 hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan antara 

pajak penerangan jalan dengan alokasi dana penerangan jalan.   

3. Uji t 

Uji signifikansi ini dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara 

pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum nyata 

atau tidak. Maka diperlukan langkah- langkah sebagai berikut : 

a. Merumuskan hipotesis null dan hipotesis alternative  

Ho : ρ  = 0 hipotesa nol (Ho) menunjukkan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara pajak penerangan jalan umum dengan 

alokasi dana penerangan jalan umum. 
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Ha : ρ  ≠ 0 hipotesa alternatif (Ha) menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antara pajak penerangan jalan umum dengan 

alokasi dana penerangan jalan umum. 

b. Menentukan level of significant (a ) = 5 % 

c. Menentukan nilai uji t dengan rumus sebagai berikut : 
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2

r

nr
t

−

−
=  atau 

2
1 2

−
−

=

n
r

r
t  

Keterangan : 

t :   Nilai t-hitung 

r :   Nilai koefisien korelasi 

n :   Jumlah data pengamatan 

d. Menentukan daerah keputusan nilai t yang telah dihitung 

 

 

 

Ho dapat ditolak  Ho dapat diterima  Ho dapat ditolak  

  2)-n/2;(-t a    2)-n/2;t(a  

e. Kriteria pengambilan keputusan : 

Ho diterima dan Ha ditolak bila 

  )2;2/()2;2/( −≤≤−− natona  

Ho ditolak dan Ha diterima bila 

 )2;2/()2;2/( −−≤−−≥ natoataunato  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
 

A. Geografi 

1. Keadaan Alam 

 Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur 

dan antara 07°49'26"-07°15'24" Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 

2Km  atau 1,02 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

  Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran gunung 

merapi memiliki kemiringan lahan yang relative datar (antara 0-2 %) dan 

berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). 

Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang 

dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100-

199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. 

  Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan yaitu : 

Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian 

tengah dan sungai Winongo di bagian barat kota. 

  Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 

kelurahan dengan batas wilayah : 

Sebelah Utara   : Kabupaten Sleman 

Sebelah Timur  : Kabupaten Bantul dan Sleman 

Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul 

Sebelah Barat  : Kabupaten Bantul dan Sleman 
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2. Iklim 

  Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2005 terjadi 

pada bulan januari, ya itu sebanyak 180,4 mm dan terendah terjadi pada bulan 

Nopember (0 mm). Rata-rata hari hujan per bulan adalah 5,55 hari. 

  Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan 

februari sebesar 87 persen dan terendah pada bulan September-oktober sebesar 

72 persen. Tekanan udara rata-rata 1.027,8 mb dan suhu udara rata-rata 

27,8°C. 

 
B. Pemerintahan  

1. Pemerintahan Daerah 

  Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah 

lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta 

dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh 

seorang Wakil Walikota. 

  Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah. 

DPRD Kota Yogyakarta masa bhakti 2004-2009 terdiri dari 35 orang anggota 

berasal dari 5 fraksi. 

 
2. Pembagian Wilayah 

  Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 612 RW dan 

2.522 RT dengan luas wilayah 32,5 2Km . Penggunaan lahan paling banyak 
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diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.103,190 hektar dan bagian 

terkecil berupa lahan kosong seluas 20,208 hektar. 

Tabel 1 Luas wilayah, Jumlah RW dan Jumlah RT Tahun 2005 
   

Kecamatan Kelurahan 
Luas 

( 2Km ) 
Jumlah 

RW 
Jumlah 

RT 
Mantrijeron Gedongkiwo 0.90 18 86 
  Suryodiningratan 0.85 17 69 
  Mantrijeron 0.86 20 75 
    2.61 55 230 
Kraton Patehan 0.40 10 44 
  Panembahan 0.66 18 78 
  Kadipaten 0.34 15 53 
    1.40 43 175 
Mergangsan Brontokusuman  0.93 23 83 
  Keparakan  0.53 13 57 
  Wirogunan  0.85 24 76 
     2.31 60 216 
Umbulharjo Giwangan  1.26 13 42 
  Sorosutan  1.68 16 63 
  Pandean  1.38 12 46 
  Warungboto  0.83 9 38 
  Tahunan  0.78 11 48 
  Muja-muju  1.53 12 55 
  Semaki  0.66 10 34 
     8.12 83 326 
Kotagede Prenggan  0.99 13 57 
  Purbayan  0.83 14 58 
  Rejowinangun  1.25 13 49 
     3.07 40 164 
Gondokusuman Baciro  1.06 21 88 
  Demangan  0.47 12 44 
  Klitren  0.68 16 63 
  Kotabaru  0.71 4 21 
  Terban  0.80 12 59 
     3.72 65 275 

  Sumber data : BPS Kota Yogyakarta 
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C. Penduduk dan Tenaga Kerja 

1. Penduduk 

  Berdasarkan hasil sensus penduduk 2000, penduduk Kota Yogyakarta 

berjumlah 397.398 orang yang terdiri dari 194.530 orang (48,95 persen) laki-

laki dan 202.868 orang (51,05 persen) perempuan. Jumlah penduduk 

berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990 sebanyak 412.059 orang. 

Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 1990-2000 

sebesar -0,37 persen.  

  Berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk 2000 jumlah penduduk 

tahun 2005 tercatat 435.236 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis 

kelamin adalah 48,87 persen laki- laki dan 51,13 persen perempuan.  

2. Tenaga Kerja 

  Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota 

Yogyakarta pada tahun 2005 tercatat 9.369 orang, yang terdiri dari 87,79 persen 

pegawai pemerintah daerah dan 12,21 persen pegawai pemerintah pusat. 

  Berdasarkan golongan kepangkatan, di Kota Yogyakarta terdapat 

pegawai negeri sipil daerah golongan I 11,41 persen, golongan II 19,55 persen, 

golongan III 51,49 persen dan sisnya golongan IV 27,55 persen.  

  Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi tahun 2005 sebanyak 26.860 orang yang terdiri dari 14.519 laki- laki 

dan 12.341 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan 
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sarjana yaitu 57,02 persen, kemudian diikuti yang berpendidikan SMU (30,63 

persen), Diploma (10,25 persen), dan sisanya berpendidikan S2, SMTP, dan SD.  

3. Transmigrasi 

  Jumlah transmigran dari Kota Yogyakarta pada tahun 2005 tercatat 36 

kepala keluarga yang terdiri dari 123 jiwa. Sebagian besar transmigran tersebut 

berasal dari Kecamatan Kotagede dan Tegalrejo, dan daerah penempatan 

terbanyak adalah Jambi.  

 
D. Sosial 

1. Pendidikan 

  Pada tingkat pendidikan pra sekolah dan menengah sebagian besar 

diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar 

lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah.  

  Pada tahun ajaran 2005/2006 di Kota Yogyakarta terdapat 49 

perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 6 universitas, 15 

institut/sekolah tinggi dan 28 akademi. Jumlah dosen sebanyak 1.923 orang yang 

terdiri  dari 4.623 orang dosen yayasan dan 300 orang dosen DPK. Jumlah 

mahasiswa yang terdaftar sebanyak 42.629 orang.  

2. Kesehatan 

  Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 

2005 jumlah dokter praktek di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan 
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dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 1.105 orang pada tahun 2004 menjadi 

1.635 orang pada tahun 2005. Jumlah apotek dan pedagang besar farmasi masing-

masing adalah 113 dan 39. 

  Untuk menekan pertumbuhan penduduk pemerintah mencanangkan 

program Keluarga Berencana (KB). Respon masyarakat terhadap program 

tersebut cukup positif. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah penduduk yang aktif 

menjadi akseptor. Pada tahun 2005 jumlah akseptor tercatat 36.187 orang atau 

74,15 persen dari pasangan usia subur (PUS) yang terdapat di Kota Yogyakarta. 

Alat Kontrasepsi yang banyak digunakan adalah IUD (35,56 persen). 

3. Agama  

  Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah 

pemeluk agama Islam pada tahun 2005 sebanyak 345.040 orang atau 82,32 persen 

dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah 10,66 

persen Katholik, 6,32 persen Kristen, 0,2 persen Hindu, dan 0,40 persen Budha. 

Tabel 2 Penduduk menurut kecamatan dan Agama yang Dianut Tahun 2005 
 

Kecamatan Islam Katholik Kristen Hindu Budha Lainnya Jumlah 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) 

 1. Mantrijeron 29,588 3,682 2,195 72 144 37 35,718 
 2. Kraton 17,962 2,230 1,355 44 87 22 21,700 
 3. Mergangsan 28,528 3,551 2,104 69 139 35 34,426 
 4. Umbulharjo 62,868 7,892 4,699 152 306 79 75,996 
 5. Kotagede 25,317 3,173 1,901 61 124 32 30,608 
 6. Gondokusuman 43,861 5,567 3,357 106 214 55 53,160 
 7. Danurejan 17,921 2,272 1,326 44 87 23 21,673 
 8. Pakualaman 9,566 1,239 734 23 47 12 11,621 
 9. Gondomanan 12,580 1,573 942 33 69 25 15,222 
10. Ngampilan 15,855 2,054 1,217 38 78 20 19,262 
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Tabel 2 ( Lanjutan ) 
        
11. Wirobrajan 24,152 3,015 1,845 58 117 30 29,217 
12. Gedongtengen 16,126 2,089 1,238 39 79 21 19,592 
13. Jetis  23,616 2,926 1,738 57 114 29 28,480 
14. Tegalrejo 31,872 3,981 2,435 77 156 40 38,561 
Jumlah 359,812 45,244 27,086 873 1,761 460 435,236 

2004 329,376 40,516 25,122 870 1,723 397 398,004 
2003 323,132 41,475 24,584 780 1,565 403 392,239 

Sumber data : BPS Kota Yogyakarta 
 

4. Peradilan 

  Tindak kejahatan di Kota Yogyakarta menunjukkan gejala terjadinya 

peningkatan. Pada tahun 2005 perkara pelanggaran yang masuk ke Pengadilan 

Negeri Yogyakarta sebanyak 19.084 perkara atau naik 34,35 persen dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Demikian pula jumlah tahanan di Kejaksaan Negeri 

Yogyakarta naik dari 386 pada tahun 2004 menjadi 484 pada tahun 2005. 

Penghuni lembaga pemasyarakatan bertamabah dari 366 orang menjadi 384 

orang.  

5. Sosial lainnya  

  Jumlah anak yatim piatu yang diasuh dalam panti pada tahun 2005 

sebanyak 466 anak yang terdiri dari 207 anak laki- laki dan 259 anak perempuan. 

Jumlah penderita cacat tercatat 2.065 orang. Pada tahun 2004 orang terlantar 

berjumlah 392 orang dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 500 orang.  
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E. Pertanian 

1. Penggunaan Lahan 

  Penggunaan lahan dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan 

sawah. Lahan bukan sawah meliputi lahan untuk bangunan dan sekitarnya, 

tegal/kebun, lading/huma, padang rumput, tambak, kolam/tebat /empang, lahan 

yang sementara tidak diusahakan, lahan untuk tanaman kayu-kayuan dan 

perkebunan negara/swasta. 

  Pada tahun 2005 luas penggunaan lahan di Kota Yogyakarta tercatat 

3.249 hektar, terdiri dari 120 hektar lahan sawah dan 3.129 hektar lahan bukan 

sawah.  

2. Tanaman Pangan 

  Data tanaman pangan meliputi tanaman padi, palawija dan buah-

buahan. Luas panen tanaman padi sawah pada tahun 2005 mencapai 167 hektar 

dengan produksi 862 ton gabah kering giling. Dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, produksi padi sawah mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena 

adanya kenaikan luas panen.  

3. Tanaman Perkebunan 

  Komoditi perkebunan tidak cukup potensial untuk wilayah Kota 

Yogyakarta. Tanaman perkebunan yang paling dominant adalah kelapa. Pada 

tahun 2005 populasi tanaman kelapa sebanyak 7.612 pohon dan 6.557 pohon di 

antaranya sudah menghasilkan dengan total produksi 80,72 ton.  
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4. Perikanan 

  Produksi perikanan pada tahun 2005 tercatat 1,168 kuintal yang terdiri 

dari 125 kuintal hasil penangkapan di perairan umum, 91 kuintal perikanan 

sawah, 904 kuintal perikanan kolam dan 48 kuintal produksi ikan dalam karamba. 

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi perikanan mengalami 

penurunan yang cukup signifikan. Penurunan terjadi pada produksi ikan di 

perairan sawah, sedangkan budidaya ikan mengalami kenaikan.  

5. Peternakan 

  Populasi ternak besar yang terdiri dari kerbau, sapi potong, sapi perah 

dan kuda pada tahun 2005 secara berturut-turut adalah 15 ekor, 181 ekor, 38 ekor 

dan 51 ekor. 

  Sementara itu populasi kambing, domba, babi, dan kelinci yang 

dkelompokkan sebagai ternak kecil berturut-turut adalah 214 ekor, 500 ekor, 230 

ekor dan 82 ekor. Populasi ternak kecil paling banyak terdapat di Kecamatn 

Kotagede. Populasi unggas yang terdiri dari burung puyuh, ayam petelur, ayam 

pedaging, ayam buras, dan itik berturut-turut adalah 8.400 ekor, 3000 ekor, 0 

ekor, 58.764 ekor dan 1.064 ekor. 

Tabel 3 Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Tahun 2005 
Kecamatan Luas Lahan Jumlah 

  Sawah  Bukan Sawah   
1. Mantrijeron 4 257 261 
2. Kraton 0 140 140 
3. Mergangsan 5 226 231 
4. Umbulharjo  61 751 812 
5. Kotagede 26 281 307 
6. Gondokusuman 0 399 399 
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Tabel 3 ( Lanjutan ) 
    
7. Danurejan 0 110 110 
8. Pakualaman 0 63 63 
9. Gondomanan 0 112 112 
10. Ngampilan 0 82 82 
11. Wirobrajan 0 176 176 
12. Gedongtengen 0 96 96 
13. Jetis  0 170 170 
14. Tegalrejo  24 266 290 
Jumlah 120 3,129 3,249 
Sumber Data : Dinas Pertanian dan Kehewanan Kota Yogyakarta 

 
 

F. Industri  

1. Industri 

  Industri dibedakan atas industri besar, sedang, kecil dan rumahtangga. 

Perusahaan industri besar dan sedang di Kota Yogyakarta pada tahun 2005 

sebanyak 106 perusahaan dengan 8.544 tenaga kerja. Pada tahun 2005 jumlah 

industri kecil tercatat 5.854 unit dengan jumlah tenaga kerja 30.516 orang dan 

nilai investasi sebesar Rp. 151.834 juta. Industri kecil yang paling banyak adalah 

industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan.  

2. Air minum 

  Berdasarkan data dari PDAM Tirtamarta, produksi air minum pada 

tahun 2005 mencapai 18.635.137 2m  atau naik 6,27 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya. Volume air yang disalurkan hanya 10.752.431 2m  atau 57,70 persen 

dari total produksi.  
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3. Listrik 

  Jumlah pelanggan listrik PLN di Kota Yogyakarta pada tahun 2005 

tercatat 96.392 pelanggan. Berdasar data dari PLN Distribusi Jawa Tengah 

Cabang Yogyakarta, jumlah pelanggan tercatat 152.768. Namun jumlah tersebut 

termasuk pelanggan dari Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan Kecamatan 

Banguntapan Kabupaten Bantul. Mayoritas pelanggan dalah rumahtangga yaitu 

sebesar 88.48 persen, dengan jumlah pemakaian 274.346.306 KWh atau 47,58 

persen dari total pemakaian.  

Tabel 4 Pelanggan PLN menurut Kecamatan Tahun 2005   
 
Kecamatan Pelanggan 

  2003 2004 2005 
1. Mantrijeron 7,118 7,383 7,574 
2. Kraton 6,137 6,209 6,287 
3. Mergangsan 7,654 7,809 7,964 
4. Umbulharjo 14,912 15,603 16,256 
5. Kotagede 6,174 6,402 6,646 
6. Gondokusuman 11,898 12,183 12,384 
7. Danurejan 5,126 5,258 5,306 
8. Pakualaman 2,231 2,273 2,311 
9. Gondomanan 3,652 3,706 3,756 
10. Ngampilan 3,854 3,906 3,952 
11. Wirobrajan 4,153 4,271 4,384 
12. Gedongtengen 4,440 4,522 4,597 
13. Jetis  6,211 6,327 6,422 
14. Tegalrejo 8,085 8,358 8,553 
Jumlah 91,645 94,210 96,392 
15. Depok 33,727 35,615 37,114 
16. Banguntapan 17,547 18,511 19,226 
Total 142,919 148,336 152,768 
Sumber Data : PT. PLN Distribusi Jawa Tengah CabangYogyakarta 
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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi Data 

  Data yang digunakan untuk menganalisis Pemerintah Kota Yogyakarta 

dilihat dari segi efisiensi penerimaan pajak dan hubungan penerimaan pajak 

penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum adalah data 

penerimaan pajak penerangan jalan umum dari tahun 2001 sampai dengan 2005, 

Data dana penerangan jalan umum dari tahun 2001 sampai dengan 2005. Data 

tersebut dapat diringkas sebagai berikut : 

Tabel 5 Pajak Penerangan Jalan Umum 
 Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2005 (Dalam Rupiah)  
 

Tahun Target Realisasi 
2001 4.800.000.000 7.793.350.928 
2002 9.294.665.100 10.364.342.556 
2003 11.652.868.000 11.809.188.645 
2004 12.733.000.000 14.176.664.924 
2005 13.900.000.000 15.159.696.951 

Jumlah 52.380.533.100 59.303.244.004 
 Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta 

Tabel 6 Dana Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Yogyakarta 
 Tahun 2001-2005 (Dalam Rupiah)  
 

Tahun Dana 
Pemeliharaan 

Tagihan Rek. 
Listrik PJU 

Biaya Pemungutan 
Listrik 

Dana PJU 

2001 208.074.800 5.183.454.105 389.667.546 5.781.196.451 
2002 381.349.300 5.031.068.785 518.217.128 5.930.635.213 
2003 494.880.185 5.531.717.725 590.459.432 6.617.057.342 
2004 618.900.800 6.201.881.504 708.833.246 7.529.615.550 
2005 661.700.550 6.781.399.730 757.984.847 8.201.085.127 
 Sumber : Dinas Permukiman, Prasarana, dan Wilayah Pemkot Yogyakarta 
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B. Analisis Data 

   Penelitian yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara 

penerimaan pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan 

umum, maka dalam pembahasan ini digunakan analisis efisiensi yaitu untuk 

mengetahui apakah penerimaan pajak penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota 

Yogyakarta sudah efisien, dan untuk mencari hubungan antara pajak penerangan jalan 

umum dengan dana penerangan jalan umum maka analisis yang digunakan adalah 

analisis korelasi, yang membutuhkan dua variabel yang akan digunakan diantaranya 

variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel 

yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel dependen 

adalah variabel yang dpengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas. Dalam penelitian ini sebagai variabel independen adalah penerimaan pajak 

penerangan jalan umum , dan sebagai variabel dependen adalah dana penerangan 

jalan umum. 

   Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan data realisasi penerimaan 

pajak penerangan jalan umum , biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan 

pajak penerangan jalan umum, tagihan rekening listrik penerangan jalan umum dan 

realisasi dana pemeliraan atau penataan penerangan jalan umum Pemerintah Kota 

Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Data yang akan dianalisis untuk 

mengetahui apakah penerimaan pajak penerangan jalan umum sudah efisien adalah 

data realisasi penerimaan pajak penerangan jalan umum dan data biaya yang 

dikeluarkan untuk memungut pajak penerangan jalan umum. Setelah itu dicari apakah 
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ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak penerangan jalan umum 

dengan alokasi dana penerangan jalan umum yang menggunakan data realisasi 

penerimaan pajak penerangan jalan umum dan dana penerangan jalan umum seperti 

biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak, tagihan rekening listrik, serta dana 

pemeliharaan atau penataan lampu peneragan jalan umum. 

1. Analisis Efisiensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum sebagai 

Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta 

Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan tehnik efisiensi, 

tehnik ini digunakan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak penerangan 

jalan umum sebagai pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah efisien. 

Dalam analisis ini inputnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak 

penerangan jalan umum, sedangkan outputnya adalah realisasi penerimaan pajak 

reklame. Dan untuk mengetahui efisiensi penerimaan pajak penerangan jalan 

umum di Pemerintah Kota Yogyakarta digunakan rumus sebagai berikut : 

 

%100 X 
PPJU Penerimaan Realisasi

PPJUmemungut untuk n dikeluarka yang Biaya
  PPJU Penerimaan Efisiensi =
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Perhitungannya : 

% 4,99  100% X 
928,-7.793.350. Rp

,- 6389.667.54 Rp
  2001 PPJU Penerimaan Efisiensi ==  

 

% 5   100% X 
.556,-10.364.342 Rp

8,-518.217.12 Rp
  2002 PPJU Penerimaan Efisiensi ==  

 

% 4,99   100% X 
.645,-11.809.188 Rp
432,- 590.459. Rp

  2003 PPJU Penerimaan Efisiensi ==  

 

% 4,99   100% X 
.924,-14.176.664 Rp

6,-708.833.24 Rp
  2004 PPJU Penerimaan Efisiensi ==  

 

% 4,99   100% X 
.951,-15.159.696 Rp

7,-757.984.84 Rp
  2005 PPJU Penerimaan Efisiensi ==  

  Secara jelas, efisiensi penerimaan pajak penerangan jalan umum di 

Pemerintah Kota Yogyakarta  yang ditunjukkan pada tabel  5 sebagai berikut ini : 

Tabel 7 Efisiensi Penerimaan PPJU Pemerintah Kota Yogyakarta 
Tahun 2001-2005 (Dalam Rupiah)  
 

Tahun 
Anggaran 

Biaya Pemungutan 
PPJU (Rp) 

Realisasi  
PPJU (Rp) 

Rasio 
Efisiensi (%) 

2001 389.667.546 7.793.350.928 4,99 
2002 518.217.128 10.364.342.556 5 
2003 590.459.432 11.809.188.645 4,99 
2004 708.833.246 14.176.664.924 4,99 
2005 757.984.847 15.159.696.951 4,99 

Rata-rata   4,99 
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2. Analisis Korelasi 

Untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu dengan mencari 

besarnya tingkat hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan umum dan  

alokasi dana penerangan jalan umum dengan menacari koefisien korelasi ( r ) 

dengan rumus koefisien korelasi Karl Pearson. Hubungan kedua variabel tersebut 

dikatakan kuat apabila nilai r mendekati +1. Untuk lebih mudah dalam 

perhitungan maka dapat digunakan tabel sebagai berikut : 

Tabel 8 Perhitungan Koefisien Korelasi 
Berdasarkan Rumus Karl Pearson (Dalam Juataan Rupiah)  
 

PPJU (X) Dana PJU (Y) XY X2 Y2 

7.793,3 5.781,2 45.054.625,96 60.735.524,89 33.422.273,44 
10.364,3 5.930,6 61.466.517,58 107.418.714,5 35.172.016,36 
11.809,2 6.617,1 78.142.657,32 139.457.204,6 43.786.012,41 
14.176,7 7.529,6 106.744.880,3 200.978.822,9 56.694.876,16 
15.159,7 8.201,1 124.326.215,7 229.816.504,1 67.258.041,21 
59.303,2 34.059,6 415.734.896,8   738.406.771   236.333.219,6 

 

2222 )()( )( YYnXXn

YXXYn
r

Σ−Σ⋅⋅Σ−Σ⋅

Σ⋅Σ−Σ⋅
=  

2 2 (34.059,6) - 9,6236.333.21 x 5(59.303) - 1738.406.77 x 5

(34.059,6) (59.303,2) - 6,8415.734.89 x 5
 r 

⋅
=  

3521.160.056. - 0981.181.666.5303.516.869. - 855.033.692.3
2712.019.843. - 4842.078.674.

 r 
⋅

=  

21.609.7465175.164.32
58.831.213

 r 
⋅

=  

4.648,6284 x 966,234.13
58.831.213

 r =  
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,8261.524.438
58.831.213

 r =  

r = 0,956 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui koefisien korelasi (r) = 

0,956. Ini berarti terdapat suatu hubungan positif yang kuat antara pajak 

penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum. Artinya 

apabila pajak penerangan jalan umum mengalami kenaikan maka alokasi dana 

penerangan jalan juga semakin meningkat. 

Untuk mengetahui apakah nilai korelasi ( r) yang diperoleh itu 

signifikan atau tidak maka dilakukan pengujia terhadap nilai r tersebut dengan uji 

t dan taraf uji 5 % serta dengan derajat kebebasan (n-2). Sehingga diperoleh t tabel 

3,182. Dan untuk t hitung dapat dilihat pada rumus berikut ini : 

21

2

r

nr
t

−

−
=  

2956,01

25956,0

−

−
=t  

293,0
656,1

=t  

t = 5,652 

  Karena t hitung > t tabel  (5,652 > 3,182), maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis nol (Ho) ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara penerimaan pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana 
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penerangan jalan umum, yang artinya apabila penerimaan pajak penerangan jalan 

umum naik maka alokasi dana penerangan jalan umum juga akan mengalami 

kenaikan.  

 
C. Pembahasan 

 Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis efisiensi 

dan analisis koefisien korelasi. Dimana analisis efisiensi digunakan untuk melihat 

kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan pajak, 

sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya sudah efisisen 

atau tidak. Sedangkan untuk melihat hubungan antara pajak penerangan jalan umum 

dengan alokasi dana penerangan jalan umum maka dilakukan analisis korelasi.  

Dalam analisis efisiensi diperoleh hasil bahwa penerimaan pajak 

penerangan jalan umum dikatakan efisien karena rasio yang dicapai kurang dari 100 

% yaitu 4,99 % atau bisa dikatakan 5% per tahun. Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa 

dari tahun ke tahun pada Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki  rasio efisiensi 

penerimaan pajak penerangan jalan umum sama, meskipun biaya yang dikeluarkan 

untuk memungut pajak tersebut meningkat. Dengan analisis efisiensi tersebut maka 

dapat dilihat bahwa pada Pemerintah Kota Yogyakarta kinerja pemungutan pajak 

penerangan jalan umum yang dilakukan oleh aparat pemungut sudah cukup baik, 

sehingga tiap tahun pemungutan yang dilakukan dapat berjalan efisien.  

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 8 diketahui bahwa pajak 

penerangan jalan umum (PPJU) mempunyai hubungan positif dengan alokasi dana 
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penerangan jalan umum (Dana PJU). Artinya bila pajak penerangan jalan umum 

Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami kenaikan maka akan terjadi pula kenaikan 

pada alokasi dana penerangan jalan umum. Dari hasil perhitungan menggunakan 

rumus koefisien korelasi dapat diketahui besarnya hubungan pajak penerangan jalan 

umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota 

Yogyakarta yaitu sebesar ( r) = 0.956 yang berarti hubungan antara pajak penerangan 

jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota 

Yogyakarta positif kuat. 

Untuk mengetahui bahwa pajak penerangan jalan mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan alokasi dana penerangan jalan maka hasil analisis 

korelasi perlu diuji dengan menggunakan uji t. Dari hasil pengujian menggunakan 

statistic uji t diperoleh  t hitung 5,652 > t tabel sebesar 3,182. Sehingga nilai t hitung 

terletak pada daerah kritis yaitu daerah penolakan Ho dan penerimaan Ha, maka 

dengan demikian terbukti bahwa pajak penerangan jalan umum mempunyai 

hubungan signifikan dengan alokasi dana penerangan jalan umum pada Pemerintah 

Kota Yogyakarta. 

Mengenai penggunaan komputer peneliti menggunakan program SPSS 

12, hasil analisis ini dapat dilihat pada lampiran. Sehingga hasil menggunakan 

program SPSS ini dapat digunakan peneliti sebagai pembanding dari perhitungan 

manual. Langkah- langkah dalam program SPSS ini sebagai berikut : 
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1. Mengisi variabel yaitu dengan mengklik file, new, data. Mengisi name pada 

variabel view dengan nama PPJU dan DanaPJU. Disamping itu perlu mensetting 

type variabel, width, missing value, dan column format sesuai yang diperlukan.  

2. Kemudian mengisi data view sesuai jumlah PPJU dan Dana PJU kedalam masing-

masing variabel. 

3. menjalankan analisis korelasi dengan cara mengklik analyze, correlate, bivariate. 

4. menjalankan perintah pada layar dengan memilih pearson pada correlate 

coefficient dan memilih significant two-tailed. 

5. selanjutnya klik tombol OK. 

   Dari hasil analisis yang dilakukan baik manual atau melalui program 

SPSS dapat diringkas sebagai berikut : 

Tabel 9 Ringkasan Hasil Analisis Korelasi 
 

Hubungan r t hitung t tabel ρ  
PPJU dengan 

Dana PJU 
0,956 5,652 3,182 0.011 

 
   Berkenaan dengan perhitungan melalui SPSS ada dua hal dalam 

penafsiran korelasi. Apabila berdasarkan angka, korelasi berkisar pada 0 (tidak ada 

korelasi sama sekali) dan 1 (korelasi sempurna). Sebenarnya tidak ada ketentuan yang 

tepat mengenai apakah angka korelasi tertentu menunjukkan tingkat korelasi yang 

tinggi atau lemah. Namun bisa dijadikan sebagai pedoman sederhana, bahwa angka 

korelasi diatas 0,5 menunjukkan korelasi yang cukup kuat, sedang di bawah 0,5 

korelasi lemah. Selain besar korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada 
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penafsiran hasil. Tanda negatif (-) pada output menujukkan adanya arah yang 

berlawanan, sedangkan tanda positif (+) menunjukkan arah yang sama. 

   Seperti angka pada output atau pada perhitungan manual antara PPJU 

dengan dana PJU menghasilkan angka 0,956. Angka tersebut menunjukkan kuatnya 

korelasi antara PPJU dengan dana PJU, seperti yang telah dijelaskan didepan pada 

perhitungan manual.  

   Setelah angka korelasi didapat, maka bagian kedua dari output SPSS 

adalah menguji apakah angka korelasi yang didapat benar-benar signifikan atau dapat 

digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel. Sebagai dasar pengambilan 

keputusan pada program SPSS tersebut adalah berdasarkan probabilitas jika 

probabilitas < 0,05, maka HO ditolak. Dari hasil perhitungan pada komputer diperoleh 

hasil 011,0=ρ , probabilitas 0,011 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hal ini 

membuktikan bahwa antara PPJU dengan Dana PJU berkorelasi secara signifikan.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

BAB VI 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerimaan pajak penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta 

(2001-2005) sudah efisien, karena rasio efisiensi kurang dari 100 % yaitu 4,99 

% atau 5% per tahun.  

2.  Terdapat hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan umum dan 

alokasi dana penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 

2001 sampai dengan 2005. Hubungan ini bersifat positif atau searah, yang 

artinya apabila pajak penerangan jalan umum mengalami peningkatan, maka 

alokasi dana penerangan jalan umum juga mengalami peningkatan. Hasil 

perhitungan koefisien korelasi yang menunjukkan hubungan antara pajak 

penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum yaitu 

sebesar (r) = 0,956. Hasil uji signifikansi dengan menggunakan uji t  

berdasarkan hasil korelasi tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung (5,652) >   

t tabel (3,182). Hasil t hitung tersebut terletak di daerah kritis yaitu daerah 

penolakan Ho dan penerimaan Ha, maka hasil ini membuktikan bahwa ada 

hubungan yang signifikan, yang artinya penerimaan pajak penerangan jalan 
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umum naik maka alokasi dana penerangan jalan umum juga akan mengalami 

kenaikan.  

 
B. Keterbatasan Penelitian 

1. Tidak ada ukuran yang pasti mengenai batasan tingkat rasio efisiensi pada 

Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga penulis hanya menarik kesimpulan 

berdasarkan tingkat rasio efisiensi pada teori yang ada, yaitu apabila tingkat 

rasio semakin kecil akan menggambarkan kemampuan pemungutan pajak 

penerangan jalan umum Pemerintah Daerah yang semakin baik. 

2. Rentang waktu yang diteliti penulis hanya data 5 tahun, sehingga ada 

kemungkinan ketidakakuratan data yang diperoleh untuk diteliti atau 

dianalisis. 

 
C. Saran 

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah  

dan Dinas Permukiman, Prasarana dan Wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, 

penulis akan memberikan saran-saran dan masukan yang sekiranya dapat 

membangun dan berguna untuk perkembangan penerimaan pajak penerangan 

jalan umum pada Pemerintah Kota Yogayakarta. 

Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah : 

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta sekiranya dapat segera megeluarkan surat 

keputusan untuk masyarakat dalam pelayanan penerangan jalan umum kepada 

masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui tata cara tentang panduan 
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permohonan pemasangan lampu penerangan jalan, yang selama ini pihak 

Kimpraswil hanya menunggu laporan permohonan dari masyarakat. 

2. Peneliti selanjutnya dapat memperpanjang waktu penelitian agar data yang 

diteliti  atau dianalisis lebih akurat. 
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Pedoman Wawancara  

Data yang dicari :  

1. Gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta. 

2. Data pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2001 sampai dengan 2005.  

3. Data tentang biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak 

penerangan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2001 

sampai dengan tahun 2005. 

4. Data tentang alokasi dana yang digunakan sebagai kepentingan atau 

pemeliharaan penerangan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 

tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.  

5. Data mengenai prosedur pemungutan pajak daerah pada Pemerintah Kota 

Yogyakarta khususnya pajak penerangan jalan umum.  

 

A. Gamabaran Umum Pemerintah Kota Yogyakarta  

1. Bagaimana sejarah umum Pemerintah Kota Yogyakarta?  

2. Bagaimana keadaan geografis Pemerintah Kota Yogyakarta? 

3. Bagaimana Keadaan Penduduk Pemerintah Kota Yogyakarta?  

4. Bagaimana Keadaan sektor ekonomi Pemerintah Kota Yogyakarta? 

5. Bagaimana Keadaan sektor sosial Pemerintah Kota Yogyakarta?  

B. Pajak Penerangan Jalan Umum  

1. Ada berapa sektor pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta? 

2. Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak penerangan jalan 

umum? 

3. Berapa realisasi pendapatan pajak daerah dari penerimaan pajak 

penerangan jalan umum Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahin 2001 

sampai dengan 2005?  

4. Berapa besar jumlah tagihan rekening listrik penerangan jalan umum 

yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2001 

sampai dengan 2005?  
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5. Apa saja alokasi dana penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota 

Yogyakarta? 

6. Berapa besar jumlah alokasi dana penerangan jalan umum yang 

dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2005?  

7. Usaha apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 

dalam pelayanan penerangan jalan umum? 
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Daftar Pembayaran / Tagihan Rekening Listrik 
Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Yogyakarta  

Tahun 2001 – 2005 (Dalam Rupiah) 
 

No Bulan 2001 2002 2003 2004 2005 

1 Januari 468.382.640 469.279.570 439.741.100 469.541.970 511.558.600 

2 Februari 460.203.200 481.188.200 496.876.600 496.018.120 539.573.775 

3 Maret 483.924.355 432.118.065 518.033.395 493.089.280 538.699.510 

4 April - 384.554.490 428.467.040 552.511.845 529.956.790 

5 Mei 476.472.575 384.454.915 405.388.800 553.146.110 592.352.110 

6 Juni 476.008.125 394.425.690 419.663.905 494.207.409 583.337.415 

7 Juli 476.472.575 386.477.190 444.006.075 472.816.095 579.457.365 

8 Agustus 468.725.170 414.526.720 446.751.555 488.516.605 546.109.585 

9 September 462.963.650 413.559.975 447.758.845 507.460.585 520.559.195 

10 Oktober 462.953.850 409.578.740 496.576.090 621.504.650 461.718.950 

11 November 473.827.950 435.155.960 494.227.160 534.089.650 442.203.205 

12 Desember 473.520.015 425.749.270 494.227.160 518.979.185 935.873.230 

Jumlah 5.183.454.105 5.031.068.785 5.531.717.725 6.201.881.504 6.781.399.730 

 

 
 

Daftar Dana Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 
Pemerintah Kota Yogyakarta  

Tahun 2001 – 2005 (Dalam Rupiah) 
 

Tahun Anggaran Realisasi Selisih 

Lebih ( Kurang ) 

2001 212.575.000 208.074.800 4.500.000 

2002 385.450.000 381.349.300 4.100.000 

2003 495.880.190 494.880.185 1.000.005 

2004 620.500.000 618.900.800 1.599.200 

2005 662.800.520 661.700.550 1.099.970 

Jumlah 2.277.205.710 2.264.905.635 12.300.075 
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Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum  

Pemerintah Kota Yogyakarta  

Tahun 2001 – 2005 (Dalam Rupiah) 

 

Uraian 2001 2002 2003 2004 2005 

Pendapatan diluar operasional PT.PLN 210.420.475  279.837.249 318.848.094  382.769.953  409.311.818  

Biaya pembinaan pemungutan PPJU 23.380.053   31.093.028  35.427.566  42.529.995  45.479.091  

Biaya Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan pemungutan 77.933.509 103.643.425  118.091.886  141.766.649  151.596.969  

Biaya PT.PLN sebagai pelaksanaan pemungutan PPJ 77.933.509 103.643.425  118.091.886  141.766.649  151.596.969  

Jumlah 389.667.546  518.217.128  590.459.432  708.833.246  757.984.847  
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Correlations 
 

 Correlations  
 

    PPJU DanaPPJU 
PPJU Pearson 

Correlation 1 .956(*) 

Sig. (2-tailed) . .011 
N 5 5 

DanaPPJU Pearson 
Correlation .956(*) 1 

Sig. (2-tailed) .011 . 
N 5 5 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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